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ABSTRAK 

 

John Rawls adalah seorang filsuf politik Amerika yang sangat familiar dengan gagasanya dalam 

bukunya yang berjudul "A Theory of Justice" (Teori Keadilan). Dalam karyanya itu, Rawls 

memperkenalkan konsep prinsip perbedaan sebagai sebuah konsep yang berupaya menciptakan 

keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil. Dalam jurnal ini, kami akan menganalisis 

prinsip perbedaan menurut pandangan John Rawls denagn relevansinya terhadap program bantuan 

sosial yang ada di Indonesia. John Rawls dikenal sebagai salah satu filsuf politik terkemuka yang 

mengusulkan konsep keadilan sebagai kesetaraan yang adil. Artikel ini menganalisis prinsip utama 

Rawls, yaitu kedudukan sosial yang adil dan prinsip perbedaan, serta relevansinya bagi 

implementasi program bantuan sosial di Indonesia. 

Kata Kunci: John Rawls, Prinsip Perbedaan, Bantuan Sosial Di Indonesis. 

 

PENDAHULUAN 

Bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk 

mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang 

yang miskin dan  membutuhkan. Namun, implementasi bantuan sosial sering kali 

dihadapkan pada tantangan dalam menentukan kriteria dan alokasi yang adil. Berbagai 

upayah yang diusahkan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang kurang beruntung 

dalam masyarakat adalah suatu tindakan keadilan. Adil bukan saja menyakut memberikan 

sesuatu secara seimbang kepada setiap orang melainkan memberi sesuai kebutuhsn. 

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin adalah tindakan yang benar dan 

sangat adil serta sangat bermoral karena mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan 

siapa yang paling membutuhkan atau pantas memperolahnya.   

Bansos atau bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah atau negara adalah milik 

masyarakat dan bukan milik seseorang yang sedang berkuasa atau presiden. Seringkali hal 

ini diartikan keliru oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa bantuan 

yang mereka terima adalah pmberian dari presiden dan meyatakan ini uangnya Si pak 

persiden yang berkuasa, dan anehnya ketika pajak negara mengapa tidak sebut ini pajaknya 

si pak Presiden atau utang negara mengapa tidak disebut utang si pak presiden. Jadi bantuan 

sosial yang ada Di Indonesia adalah milik Rakyat. Pemerintah atau penguasa hanya lembaga 

yang berusaha untuk bagaimana menyalurkan bantuan itu dengan tepat kepada orang yang 

betul-betul membutuhkan dalam arti mereka yang sangat kurang beruntung dalam 

masyarakat. Sehingga apa yang disebut keadilan sosiala itu dapat terwujut dan terealisasi 

bagi masyarakat indonesia.  

 Dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia, 

memahami prinsip Rawls yaitu “prinsip perbedaan” (The Difference Principle) dapat 

memberikan wawasan tentang penyebaran bantuan sosial yang lebih adil bagi seluruh 

penduduk demi sebuah keadialan dan kesejahteraan bersama. Sehingga yang miskin boleh 

mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah karena tujuan dari negara adalah menjamin 

kesejahteraan sosial. 
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METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang berarti membaca berbagai 

buku atau sumber untuk memperoleh pemahaman teori tentang masalah yang diteliti. 

Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan pembahasan yang lebih mendalam tentang 

topik atau topik yang dibahas dalam artikel ini. 

Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan meninjau 

literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang 

dibahas. Penelitian kepustakaan dianggap sebagai proses yang banyak mengumpulkan 

informasi. Penulis akan menggunakan informasi ini di masa mendatang untuk 

menyempurnakan atau menghubungkan karya mereka. Oleh karena itu, hanya informasi 

yang dapat diandalkan dan beralasan yang tersedia, bukan esai tertulis. Menurut (Mesika 

Zed 2003), studi perpustakaan atau kerja perpustakaan mencakup segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan informasi perpustakaan, membaca dan 

menyimpan bahan penelitian, serta pengolahannya. 

Riwayat Hidup Singkat John Rawls 

 John Borden Rawls adalah nama asli dan lengkap dari John Rawls. Rawls lahir 

Baltimore pada 21 februari 1921 yang dimana pada tahun yang sama Einstein menerima 

penghargaan Nobel Fisika. John Borden Rawls telah memantik kembali geliat pemikiran 

politik dengan menerbitkan karya monumentalnya pada tahun 1971.  

Pada tahun 1960, Rawls pernah mengabdi di Universitas Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) dan dua tahun kemudian ia pindah ke Universitas Harvard dan menjadi 

Guru besar di universitas tersebut. Pada saat itu juga ia mengusulkan mengenai A Theory 

Of Justice diperkenalkanya di dalam sebuah seminar pada 1970 dan karena ketekunannya 

dalam mendalami hal tersebut dengan berbagai pergumulan akhirnya karyanya diterbitkan 

pada tahun 1971. Setelah diterbitkan A Theory of Justice, Rawls masih terus saja berkarya 

dengan menulis berbagai artikel. Kegiatan menulis itu ia giati terus untuk mengoreksi 

sebagian gagasan di dalam A Theory of Justice, sebuah masterPiece yang mengantarnya 

menjadi Filsuf yang sangat terkemuka dalam bidang filsafat lebih khusus filsafat moral dan 

politik. Sebagaimana Rawls tidak berhenti pada A Theory of Justice,melainkan terus 

berjuang dan mengedit kembali gagasan dalam bukunya Political Liberalism, 1993 sebagai 

sebuah buku penyempurnaan  buku A Theory of Justice. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbicara mengenai teori keadian Rawls sebenarnya berhubungan dengan bagaimana 

mendistribusikan sesuatu dengan adil atau disebut keadilan distributif. Dalam proses 

pendistriusian itu tentunya setiap orang harus merasa adil. Rawls, berusaha untuk 

membangun suatu konsep keadilan yang sedapat mukin menjadi kebajikan utama dalam 

masyarakat. Sebagai suatu konsep Rawls membangun keadilanya berdasarkan dua prinsip 

utama yaitu prinsip persamaan dan prinsip peredaan.  Prinsip pertama yaitu prinsip 

persamaan peluang yang Fair adalah prinsip yang memberi perlakuan yang sama atau 

peluang yang sama bagi setiap orang. Prinsi ini seebnarnya hampir sama denagan 

pandangan atau konsep keadilan dari para filsuf lainya.  

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip perbedaan. Rawls mengatakan bahwa 

perbedaan itu bisa mukin kalau menguntungkan mereka yang kurang beruntung dalam 

masyarakat. Pada prinsip ini sebenarnya Rawls mengupayakan suatu sistem masyarakat 

yang adil.  Adail dalam prinsip kedua ini sangatalah bermoral karena mempertimbangkan 

sesama yang paling lemah dalam masyarakat. 

•Keadilan Bagi Rawls Dan Pengaruhnya  

Menurut Rawls makna keadilan bisa berfariasi dan tergantung dari pandangan setiap 
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orang yang memakanai keadilan itu sendiri. Disini Rawls juga adalah seorang yang 

mengagaskan Keadilan. Rawls memiliki gagasan yang cukup unik dimana dalam 

permenunganya yang sangat mendalam ia mampu melahirkan gagsan tentang keadilan yang 

menurut saya sangat menarik. Rawls dengan dua prinsip keadilanya terutama prinsip kedua 

yang sangat bermoral karena tidak hanya memperjuangkan keadilan sebagai kesetaraan 

tetapi juga keadilan yang memperjuangkan nasip orang-orang yang bereda dalam 

masyarakat dalam arti mereka yang memang kurang beruntung atau yang lemah. Keadilan 

dipandang sebagai penjelasan struktur dasar yang layak sebagai kebajikan menjadi adil. 

•Peran Keadilan Bagi Individu Dan Masyarakat  

Keadilan adalah seuatau hal yang selalu menjadi harapan dalam hidup bersama untuk 

menciptakan suatu perdamaian dalam masyarakat. Rawls sendiri mengatakan bahwa 

keadilan adalah keajikan utama dalam institusi sosial. Pandangan Rawls ini sangat terkait 

erat dengan individu dan masyarakat karena dengan rasa cinta akan keadilan setiap orang 

akan merasa dihargai dan dihormati martabanya sebagai manusia. Memlalui konsep 

keadilan dan dua prinsip keadilannya memukinakan setiap individu dan masyarakat, 

menjunjung tinggi kebebasan, serta tidak mengorankan sekelompok orang demi 

kepentingan sekelompok yang lainya.  

Sebagai sorang individu yang bermasyarakat, keadilan menjadi patokan dan kekuatan 

untuk membangun relasi yang baik antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam 

masyarakat yang menganut sistem keadilan, kebeasan yang dimiliki warga sangat mapan, 

hak-hak mereka dijamin serta tidak tunduk pada kepentingan sosial. Sekalipun dalam 

masyarakat yang adil, ketidakadilan itu mukin atau diijinkan demi menghindari 

ketidakadilan yang lebih besar.  

Peran institusi-institusi soisal dalam masyarakat yaitu untuk menjaga dan menstailkan 

keadilan setiap individu. Dengan demikian adanya tugas dan kewajian dari setiap institusi 

hanya untuk menjamin keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat. Institusi lahir seagai 

jalan tengah diantara eragai peredaan pandangan mengenai keadilan dari setiap individu 

sehingga institusi memiliki peran untuk menjadi pengadil yang adil. Seagaimana institusi 

institusi menjadi tempat mempraktekan keadilan, maka dengan sendirinya ada kewajiban 

dan tugas dari institusi-institusi itu dalam hubungan dengan keadilan. Tugas dan kewajbian 

keadilan ditetapkan dalam institusi-institusi karena institusi itu erada dalam sebuah sistem 

sekalipun ada peluang dari institusi untuk mempraktekan ketidakadilan.  

Jika Institusi menjadi praktek keadilan maka, institusi dituntut untuk mempunyai 

kriteria keadilan yang jelas dan tepat. Dan kriteria itu memiliki hubungan yang erat dengan 

peran pertimbangan rasionalitas. Seagaimana dalam kriteria utama rasionalitas mengatakan 

bahwa untuk memperoleh kebenaran itu samahalnya dengan memperoleh keadilan. Dengan 

demikian keadilan mempunyai hipotesis yang sama dalam hal kriteria keadilan yang akan 

dibangun, yaitu manfaat keadilan yang ditentukan oleh rencana hidup yang diambil penuh 

dengan pertimbangan yang rasional atau masuk akal. 

•Keadilan Dan Tantanganya 

Berbicara mengenai keadian berarti tidak terlepas dari tantangannya juga. Diantaranya 

adalah pembangkangan sipil, penolakan berdasarkan nurani. Ada tiga kelaim moral dalam 

teori keadilan Rawls. Ketiga hal tersebuta adalah:”Pertama, adanya klaim penentuan diri, 

yakni masalah ekonomi dan independensi, warga negara. Kedua, distribusi yang adil atas 

kesempatan, peranan, kedudukan serta barang dan jasa milik publik. Ketiga, klaim yang 

berkaitan dengan adanay beban berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban yang ada.” 

Huungan status kekuasaan mayoritas dan keadilan itu sangatalah erat. Sehingga, Rawls 

menempatkan prinsip kekuasaan mayoritas dalam prosedur ideal yang mementuk suatu 

bagian dari teori keadilan. Hal ini melahirkan gagasannya tentang sebuah konstitusi yang 
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adil  yang disetujui oleh pihak-pihak yang rasional dalam suatu konvkonstitusional yang 

dibimbing oleh dua prinsip keadilan. 

•Dua Prinsip Dasar Teori Keadilan Rawls  

 Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan 

menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original 

position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).  Konsep Rawls mengenai 

kontrak keadilan memiliki hipotesis sebagaimana teori konrak lainya. Bagi Rawls dalam 

konsepnya itu, ia berusaha memastikan dan berusaha untuk menciptakan struktur yang adil 

dalam arti tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainya dan adanya situasi 

yang sama dan setara untuk semua orang. Hal demikianlah yang dimaksud oleh Rawls 

sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari 

oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna 

mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). 

Dalam posisi asali ada dua prinsip utama yang Rawls maksut: Pertama, setiap orang 

memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel 

dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan 

ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi 

anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi posisi 

harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang 

adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty 

principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan 

berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta 

kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut 

dengan “prinsip perbedaan” (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan 

“prinsip persamaan kesempatan” (equal opportunity principle). “Prinsip perbedaan” pada 

bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui 

kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. 

Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya 

memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar 

kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebu 

Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan 

kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang 

adil berdasarkan persepktif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas 

hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi 

ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat 

diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok 

masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).  

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan 

prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik 

di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip 

kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan 

demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan 

kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti 

dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan 

atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan 

tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi 

orang-orang  yang kurang beruntung. 

Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsipprinsip keadilannya 

menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi 
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hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya 

untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang 

adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: 

(a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah 

kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya 

bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. 

•Prinsip Persamaan Untuk Memperoleh Hak Dasar Yang Sama Dalam Masyarakat 

Yang Tertata 

Sebagaiman dalam gagasan Rawls dalam posisi asali bahwa ada Prinsip pertama 

dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya 

kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan 

ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of 

religion). Prinsip ini adalah prinsip yang mesti diprioritaskan dari prinsip yang lain. Prinsip 

peramaan ini menjadi pondasi pertama untuk menentukan struktur dasar yang adil dalam 

masyarakat yang tertata. Sebagaimana dalam konsep masyarakat tertata yang dimaksut 

Rawls dalam posisi asali adalah sesuatu yang bersifat imajiner. Ia berasumbsi  bahwa dalam 

kondisia asali setiap orang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi pernsi 

persamaan untuk memperoleh hak dasar yang sama adalah sesuatu yang wajib. 

•Prinsip Perbedaan  Rawls 

Prinsip perbedaan yang dimaksut Rawls adala sesuatu yang dipertimbangkanj 

berdasarkan nasip orang-orang yang berjuang keras masih saja menderita, ketidaksamaan 

sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-

besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan 

dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan 

kesempatan yang adil. 

•Prinsip Perbedaan Dan Tindakan Karitatis.  

Prinsip perbedaan adalah suatu usaha dari subjek keadilan untuk mewudutkan 

kesejahteraan tidak hanya pada orang-orang tertentu saja dalam masyarakat, melainkan 

untuk seluruh, terutama mereka yang kurang beruntung. Ini adalah suatu stategi untuk 

mengwujutkan keadilan. Jika keadilan bagi Rawls adalah kebajikan utama dalam institusi 

sosial dalam dalam masyarakat, maka berpihak pada yang lemah adalah suatu bentuk 

mengwujutkan kebajikan utama itu. Cinta-kasih adalah sumber utama yang menggerakkan 

tindakan manusia. Setiap tindakan manusia terarah dan mencapai kepenuhannya pada 

cintakasih. St. Thomas Aquinas, juga berpendapat tidak ada pertentangan antara keadilan 

dan cinta-kasih.(nothing contrary to the precepts of justice and charity.)   

Terdapat relasi yang erat antara keadilan dan cinta-kasih. Apa yang dituntut dari 

keadilan akan dituntut juga dari cinta-kasih, namun tidak sebaliknya. Itu berarti, cinta-kasih 

adalah kebajikan yang menyeluruh dan mencakup keadilan, dan tuntutan keadilan 

merupakan tuntutan minimal cinta-kasih. Hubungan mendasar antara keadilan dan cinta 

kasih terletak di dalam kenyataan bahwa setiap kewajiban keadilan merupakan kewajiban 

cinta-kasih, meskipun tidak setiap kebajikan cintakasih merupakan kebajikan keadilan, 

karena cinta melampaui keadilan. Jadi, keadilan merupakan kebajikan moral yang tidak 

pernah dapat berseberangan dengan cinta-kasih. 

Jadi perinsip perbedaan yang digagas Rawls, sebenarnya ada unsur karitatisnya. 

Meskipun tindakan karitatis dan keadilan adalah dua hal yang berbeda, tetapi berpihak pada 

masyarakat yang lemah adalah sebuah tindakan keadilan yang dibarengin dengan tindakan 

karitatis. Membantu orang lain adalah suatu bentuk tindakan karitatis. Antara tindakan 

karitatis dan keadilan ada perbedaan, tindakan karitatis adalah memberi dengan hati dalam 

arti sukarela. Ini tidak diwajibkan atau dituntut karena sifatnya adalah karitas. Sedakan 
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keadilan adalah suatu yang mesti dan wajib. Berlaku adil terhadap sesama adalh sesuatu 

yang wajib. 

Relevansi Dari Prinsip Perbedaan Rawls  

Perinsip perbedaan Rawls sangatlah berguna bagi negara-negara yang sedang 

berkembang termasuk Indonesia. Apabila kita melihat antara prinsip keadilan Rawls dan 

relevansinya dengan bantuan yang ada indonesia maka sangat memiliki kesamaan. 

Sebagaimana konstitusi indonesia terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui 

empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002.  Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty 

principle) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara 

(constitutional rights and freedoms of citizens) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak 

Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk 

agama (freedom of religion), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (freedom of 

conscience), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (freedom of assembly 

and speech). Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan 

(difference principle), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H 

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positive 

discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional.  Prinsip perbedaan Rawls sangatalah 

bermanfaat bagi negara-negara yang berkembang, seperti indonesia. Jika dicermati baik 

baik  prinsip keadilan dalam arti prinsip perbedaan sangat relevan untuk diterapkan bagi 

negara indonesia yang yang mana dalam silam kelima berkaitan dengan keadilan sosial 

ternyata indonesia sudah menjadikan keadilan sosial sebagai landasan filosofis untuk 

menjamin kesejahteraaqn bagi rakyatnya. Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang 

sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action 

atau positive discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional.   

Prinsip perbedaan Rawls sangatalah bermanfaat bagi negara indonesia yang berusaha 

untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dengan memberi perahtian 

khusus bagi orang-orang miskin atau terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam asumsi saya 

prinsip perbedaan Rawla adalah sesuatu yang bersifat memihak tapi memihak pada 

kemanusiaan sekalipun ada perlakuan istimewa. Secara prosedur kedua prinsip keadilan 

Rawls bertumpang tindih, karena prinsip pertama ia mengusahkan kesamaan dalam arti 

tidak ada yang diistimewakan. Tetapi disisi lain secara etis itu sangat bermoral dan sangat 

adil karena memperjuangkan nasip dan kemanusiaan. Prinsip perbedaan Rawls ini sebarnya 

ada unsur minus malum  seperti yang dikatakanya, ketidaksetaraan sosial hanay mukin jika 

menguntungkan bagi banyak oang terlebih mereka yang kurang beruntung. Kata 

ketidaksetaraan suda menunjukan suatu perlakuan yang tidak adil bagi mereka yang lain 

dalam masyarajat. Itulah mengapa saya beranggapan bahwa ada unsur minus-malum dalam 

prinsip kedua. 

 

KESIMPULAN 

Keadilan selalu mengupayah seluruh masyarakat dan bukan msayarakat tertentu saja, 

termasuk masyarakat yang kurang beruntung dan justru mereka  yang harus diperhatikan 

atau yang mesti mendapat perhatian yang lebih. Jika keadilan memberi sesuai kebutuhsn 

maka layakalah mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat mendapat perhatian dan 

bantuan yang semestinya karena mereka yang sangat membutuhkan. Tentunya ada pihak 

yang mukin merasa tidak adil dengan perlakuan yang bersifat memihalk terhadap yang 
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lemah sebenarnya mereka kurang memahami arti keadilan yang sesungguhnya dan 

bagaiman untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Ini adalah suatu persoalan 

solidaritas terhadap sesama manusia. Bagaimana mukin mengupayahkan keadilan tanpa 

mempertimbangkan nasip seama yang sudah berjuang bersama tapi tetap ada pada posisi 

yang lemah atau kurang beruntung. Jadi keadilan bagi masyarakat yang kurang beruntung 

adalah suatu bentuk keadilan yang mesti didasari oelh kesadaran dan solidaritas. Dalam arti 

mereka yang merasa dirugikan harus memiliki kesadaran dan kerelaan. Meskipun ada juga 

yang mengkritik tajam Rawls terutama Kelompok pengkritik yang paling berpengaruh 

adalah komunitarian berideologi sosialis. 
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